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HUBUNGAN KONSELING TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

KESERTAAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA DI KOTA YOGYAKARTA 

ABSTRAK 

Laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena menurunnya 
tingkat kelahiran dan meningkatnya laju kematian. Laju kelahiran yang lebih 
cepat dari laju kematian akan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk 
semakin besar sehingga perlu dilakukan pengontrolan. Salah satu program 
pengontrolannya adalah program KB dengan sasarannya PUS. Kondisi saat ini, 
masyarakat belum seluruhnya  memahami pentingnya program KB dan adanya 
stikma ada dampak KB yang menakutkan, maka perlu kampanye KB. Era 
Presiden suharto kampanye terkesan memaksa, tetapi era sekarang harus 
memberikan kebebasan menentukan keputusan ber-KB dengan memberikan 
konseling KB ber-perspektif HAM. Maka perlu dilakukan penelitian yang 
tujuannya untuk mengetahui signifikansi hubungan konseling terhadap 
pengambilan keputusan kesertaan ber- KB dalam perspektif HAM.                        

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi 
dengan jenis penelitian explikatif explanatif. Spesifikasi penelitian adalah 
kualitatif dengan variabel bebas, pelaksanaan konseling KB dalam perspektif 
HAM. Variabel terikat pengambilan keputusan kesertaan ber-KB. Jenis data 
sekunder, primer, tersier. Tehnik pengumpulan data study pustaka/literatur dan 
dokumentasi, observasi pelaksanaan konseling dan wawancara  responden 
serta nara sumber. Responden adalah Bidan dan calon akseptor, nara sumber 
kepala BKKBN DIY, kepala puskesmas, tim pelatih konseling. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan konseling KB dalam 
perspektif HAM telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yang 
terkait yaitu hak atas informasi terhadap kesehatan diri seseorang, pelaksanaan 
konseling terhadap pengambilan keputusan kesertaan ber-KB sudah 
dilaksanakan sebelum ber-KB dan sesuai standar, serta keputusan memilih 
metode kontrasepsi atas kesadaran sendiri dan tidak merasa ada 
keharusan/paksaan maka dapat dikatakan ada signifikansi hubungan konseling 
terhadap pengambilan keputusan kesertaan ber-KB dalam perspektif HAM. Hal 
ini karena calon akseptor yang sudah diberikan konseling merasa lebih 
memahami tentang metode kontrasepsi yang dipilihnya dan dapat menentukan 
sendiri secara sukarela. Namun masih ada beberapa hambatan yang ditemui 
adalah pengaruh keluarga, keyakinan agama, gangguan konsentrasi  karena 
kesakitan, dan hanya tersedia metode kontrasepsi IUD pasca plasenta di rawat 
inap, sehingga belum semua calon akseptor setelah diberi konseling 
mengambil keputusan ber-KB.                                                                                     

Kata kunci : Konseling, Hak Asasi Manusia, Keluarga Berencana,   
Pengambilan keputusan. 
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RELATIONSHIP BETWEEN COUNSELING AND SELF DECISION OF 
FAMILY PLANNING PARTICIPATION IN PERSPECTIVE OF HUMAN 

RIGHTS IN THE CITY OF YOGYAKARTA 

ABSTRACK 
 

The rate of population growth can be controlled by the lower birth rate 
and the higher death rate. When the birth rate is higher than the rate of death, 
the population growth rate is increased. In hence, it requires to be controlled. 
One of the controlling programs is family planning program (KB) to fertile couple 
(PUS). Current conditions, it is not understood the importance of family planning 
programs and the negative perseption of KB, so it is necessary to campaign KB. 
In the era of President Suharto, the KB campaign impressed force, but now it 
has to give right to take family planning decisions by providing family planning 
counseling caring the human rights. So it is necessary to conduct this research. 
The purpose of this research is to determine the significance relationship 
between the family planning counseling and decision of family planning 
participation in a human rights perspective. 

This research method used juridical sociology with explikatif explanatif 
type. Research specifications are qualitative independent variable, decision 
making participation in family planning counseling as dependent variable in 
implementation of family planning counseling in human rights perspective. Data 
collection techniques were conducted by studying the literature and 
documentation, observation and interview of family planning counseling 
implementation. The respondents are midwife as family planning counselor, 
candidate acceptor (PUS), stackholder from DIY BKKBN and community health 
centers. 

The results showed that the implementation of family planning 
counseling in a human rights perspective set in some of the legislation laws for 
the right to information of the personal health and the counseling of family 
planning participation decision has been implemented according to the SOP 
and conducted before the participation. Decision-making participation in family 
planning and choice of contraceptive methods was conducted by theirself; there 
is no any compulsion because they felt more understand about the 
contraceptive method choosen after taking counceling. Barriers were the 
influence of family and religious beliefs, morbidity concentration problems, only 
directed to post-placental IUD. The counseling result is that not all PUS takes 
the family planning program. 

  
          
  Keywords: Counseling, Human Rights, Family Planning, Decision-making 




